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MATRIKS PERBANDINGAN 
 

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 76 TAHUN 2021 TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI 
PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2021-2026 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN 

BUPATI SUKOHARJO NOMOR 60 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 76 TAHUN 
2021 TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2021-2026 

 
Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 76 Tahun 2021 Tentang 

Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten 
Sukoharjo Tahun 2021-2026 

Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 60 Tahun 2023 Tentang 
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2021 Tentang 
Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo 

Tahun 2021-2026 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SUKOHARJO, BUPATI SUKOHARJO, 
Menimbang: 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 ayat (2) 
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map 
Reformasi Birokrasi 2020-2024, bahwa Road Map Reformasi 
Birokrasi 2020-2024 digunakan sebagai acuan bagi seluruh 
kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk menyusun 
Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;  

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf 
a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Road Map 
Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 
2021-2026; 

Menimbang: 
a. bahwa dalam rangka penyesuaian Road Map Reformasi 

Birokrasi 2020-2024 berdasarkan Peraturan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 
2020-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 
2020-2024, perlu adanya perubahan Peraturan Bupati Nomor 76 
Tahun 2021 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah 
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026;  

b. bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 
mengarah pada 2 (dua) fokus yaitu Reformasi Birokrasi General 
dan Tematik sehingga hal ini diperlukan perubahan substansi 
terkait tujuan dan sasaran reformasi birokrasi, kegiatan 
reformasi birokrasi yang berdampak serta fokus pelaksanaan 
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reformasi birokrasi, dan penajaman indikator reformasi 
birokrasi;  

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a, dan huruf b, maka Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 
76 Tahun 2021 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 
Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026, perlu 
diubah;  

Mengingat: 
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa 
Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II 
Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 
1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 
1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6409); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);  

Mengingat: 
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia; 
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa 
Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II 
Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 
tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 
1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 
tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409); 

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
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4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4700);  

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4846);  

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5038);  

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5494);  

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 
6573);  

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata 
Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 
Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4663);  

10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem 
Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);  

Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5494); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6573); 

6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design 
Reformasi Birokrasi 2010-2025; 

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map 
Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map 
Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 233); 

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi 
Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2023 Nomor 601); 

9. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 76 Tahun 2021 tentang 
Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten 
Sukoharjo Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten 
Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 77); 
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 215, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357);  

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6041);  

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang 
Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);  

15. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin 
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2021 Nomor 202);  

16. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand 
Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;  

17. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2021 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 3 Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 298);  

18. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 
Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan 
Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;  

19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;  



  

Matriks Perbandingan Perundang-undangan UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah/Maharani Sekar Tunjung Sari 5 

 

20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kriteria 
dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi;  

21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman 
Penataan Tatalaksana (Business Process);  

22. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang 
Pelaksanaan Quick Wins;  

23. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman 
Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 
Nomor 1538);  

24. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman 
Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari 
Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di 
Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor1813);  

25. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map 
Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);  

26. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman 
Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442); 

MEMUTUSKAN : 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ROAD MAP 

REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH 

MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI 

NOMOR 76 TAHUN 2021 TENTANG ROAD 
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KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2021 – 
2026. 

MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH 
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2021-2026. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.  
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 
daerah otonom.  

3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.  
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan 
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.  

5. Reformasi Birokrasi adalah proses menata ulang birokrasi 
dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan 
terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap, konkrit, 
realistis, sungguh-sungguh, berpikir diluar kebiasaan yang 
ada, perubahan paradigma dan upaya luar biasa.  

6. Grand Design Reformasi Birokrasi adalah rancangan induk 
yang bersisi arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi 
nasional untuk kurun waktu 2010-2025.  

7. Road Map adalah rencana kerja rinci dan berkelanjutan yang 
menggambarkan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam 
kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.  

8. Road Map Reformasi Birokrasi adalah bentuk 
operasionalisasi Grand Design Reformasi Birokrasi yang 
disusun dan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali dan 
merupakan rencana rinci pelaksanaan reformasi birokrasi dari 
satu tahap ke tahap selanjutnya selama lima tahun dengan 
sasaran per tahun yang jelas.  

Pasal I 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2021 
tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten 
Sukoharjo Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo 
Tahun 2021 Nomor 77) diubah sebagai berikut: 
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9. Quick Wins adalah suatu langkah inisiatif yang mudah dan 
cepat dicapai yang mengawali suatu program besar dan sulit.  

10. Zona Integritas adalah sebutan atau predikat yang diberikan 
kepada Pemerintah Daerah yang pimpinan dan jajarannya 
mempunyai niat (komitmen) untuk mewujudkan Wilayah 
Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani 
(WBBM) melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi 
birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. 

11. Rencana Aksi adalah langkah-langkah rinci yang diambil 
untuk mencapai tujuan jangka panjang atau jangka pendek.  

12. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau 
keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.  

13. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu 
atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah 
atau masyarakat, dikoordinasikan oleh pemerintah daerah 
untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.  

14. Kegiatan adalah tindakan nyata dalam waktu tertentu yang 
dilakukan oleh unit organisasi sesuai dengan kebijakan dan 
program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber 
daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu.  

15. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif yang 
menggambarkan tingkat pencapaian suatu kondisi yang telah 
dtetapkan.  

16. Monitoring adalah kegiatan mengamati perkembangan 
pelaksanaan program kegiatan, mengidentifikasi serta 
mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan 
timbul untuk diambil tindakan sedini mungkin.  

17. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi 
masukan (input) keluaran (output), dan hasil (outcome) 
terhadap rencana dan standar.  

18. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN 
adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai 
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pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada 
instansi pemerintah. 

Pasal 2 
Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 2021-
2026 bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan 
bersih sekaligus menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk 
mencapai tujuan penyelesaian kegiatan dalam pelaksanaan 
reformasi birokrasi 2021-2026. 

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 
Pasal 2 

Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 2021-
2026 bertujuan untuk menciptakan birokrasi yang bersih, efektif 
dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan 
pelayanan publik. 

BAB II 
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH 

DAERAH TAHUN 2021-2026 
Pasal 3 

(1) Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 
2021-2026 merupakan dokumen perencanaan tentang 
pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik guna 
meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan 
pembangunan.  

(2) Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 
2021-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki 
sasaran diantaranya:  
a. birokrasi yang bersih dan akuntabel;  
b. birokrasi yang kapabel; dan  
c. pelayanan publik yang prima. 

2. Ketentuan ayat (2) Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 3 
(2) Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 

2021-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki 
sasaran diantaranya: 
a. terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, 

lincah, dan kolaboratif; dan  
b. terciptanya budaya birokrasi Berorientasi Pelayanan, 

Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, 
Kolaboratif dengan Aparatur Sipil Nasional yang 
profesional. 
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Pasal 4 
(1) Sistematika Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah 

Daerah Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3, meliputi: 
BAB I : PENDAHULUAN  
BAB II : GAMBARAN UMUM REFORMASI BIROKRASI  
BAB III : AGENDA REFORMASI BIROKRASI  
BAB IV : MONITORING DAN EVALUASI  
BAB V : PENUTUP  

(2) Penjabaran Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah 
Daerah Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

3. Ketentuan ayat (1) Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 4 
(1) Sistematika Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah 

Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, 
meliputi: 
BAB I : pendahuluan 
BAB II : gambaran birokrasi pemerintah daerah 
BAB III : agenda reformasi birokrasi 
BAB IV : manajemen pelaksanaan reformasi birokrasi 
BAB V : penutup 

 

 4. Ketentuan Lampiran Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2021 
tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten 
Sukoharjo Tahun 2021-2026 diubah sehingga menjadi 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

BAB V 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 5 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal II 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Sukoharjo. 

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Sukoharjo. 

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 24 Desember 2021  

BUPATI SUKOHARJO,  
ttd  

ETIK SURYANI 

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 18 Desember 2023  

BUPATI SUKOHARJO,  
ttd  

ETIK SURYANI 
Diundangkan di Sukoharjo  Diundangkan di Sukoharjo  
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pada tanggal 24 Desember 2021 pada tanggal 18 Desember 2023 
SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN SUKOHARJO, 
ttd 

WIDODO  

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN SUKOHARJO, 

ttd 
WIDODO  

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 
2021 NOMOR 77 

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2023 
NOMOR 62 

LAMPIRAN PERUBAHAN LAMPIRAN 
 
 
 


